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I. PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Pengaturan dalam konsttus yatu 
Pasal 1 ayat (3)  UUD NRI 1945, bahwa 
Negara Indonesa adalah negara hukum 
mengandung yang memlk art  luas tentang 
keberlakuan prnsp negara berdasarkan 
hukum (rechtsstaat) sepert d pada negara 
lan. Dalam negara hukum kesejahteraan 
(welfare state) dmana tugas pemerntah 
yang palng utama adalah memberkan 
pelayanan umum atau mengusahkan 
kesejahteraan bag setap warga negara, dan 
memberkan perlndungan bag warga negara 
dalam pelaksanaan pemerntahan.  Wllem 
Konnjnenbelt, menyatakan  unsure-unsur 
pentng gagasan tentang negara hukum 
yatu: 
a. kekuasaan memerntah ddasarkan 
pada kewenangan yang dperoleh dar 
UUD dan atau UU (wetmatigheid van 
bestuur);
b. Perlndungan HAM oleh pemerntah 
(grondrechten);
c. Adanya pemsahan kekuasaan , yang 
bermbang dan salng mengawas 
(machtsverdeling); dan
d. Setap tndakan pemerntahant 
dkontrol oleh badan peradlan yang 
menla secara bebas sahnya perbuatan 
tersebut (rechterlijke controle).2
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D dalam lteratur rechtsstaat en Stur-
ing yang dtuls oleh Bevens dnyatakan bah-
wa kekuasaan peme-rntah (bestuur) yang 
menjad objek hukum admnstras adalah 
kekuasaan negara d luar kekuasaan legs-
latf dan yudsl yang lebh dkenal dengan 
stlah bestuur. Konsep bestuur mengandung 
konsep sturing (sturen). Konsep sturen pada 
dasarnya mengandung unsur-unsur: 
1) Sturen merupakan kegatan kontnu; 
kekuasaan pemerntah dalam 
menerbtkan zn men-drkan 
bangunan dan lan-lan.
2) Sturen berkatan dengan peng-gunaan 
kekuasaan; konsep keku-asaan adalah 
konsep hukum publk.. 
3) Sturen melput bdang d luar 
kekuasaan legslas dan yudsal, 
namun kekuasaan n lebh luas dar 
kekuasaan eksekutf.
Undang-Undang  No 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Spl Negara mengatur 
tentang asas Penyelenggaraan kebjakan 
dan manajemen Aparatur Spl Negara yatu 
dalam Pasal 2  pada prnspnya asas tersebut 
antara lan : 
a.  pengaturan kepastan hukum; 
b.  profesonaltas; 
c.  proporsonaltas; 
d.  keterpaduan; 
e.  delegas; 
f.  netraltas; 
g.  akuntabltas; 
h.  efektif dan efisien; 
.  keterbukaan; 
j.  nondskrmnatf; 
k.  persatuan dan kesatuan; 
l.  keadlan dan kesetaraan; dan 
m.  kesejahteraan. 
Dalam penyelenggaraan pemerntahan 
bentuk penerapan asas kepastan hukum  d-
laksanakan berupa penyelenggaraan keb-
jakan dan Manajemen ASN dengan mengu-
tamakan landasan peraturan perundang-un-
dangan, kepatutan, dan keadlan. Sfat aktf 
pemerntah sepert yang dgambarkan dalam 
konsep sturen dmaksudkan dalam bertn-
dak tdak terbatas pada perbuatan keputusan 
atau pengaturan saja melankan kut serta 
dalam perumusan kebjakan dan evaluas 
kebjakan. Sturen berkatan dengan penggu-
naan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan 
harus dlandaskan pada azas negara hukum, 
azas demokras  dan azas nstrumental. Azas 
negara hukum berkatan dengan azas wet 
en rechtmatig van bestuur. Azas demokras 
berkatan dengan azas keterbukaan dan tdak 
sekedar adanya badan perwaklan rakyat, 
tetap juga memberkan kesempatan kepa-
da masyarakat untuk berperan serta dalam 
pengamblan keputusan. Azas nstrumental 
berkatan dengan hakekat hukum admn-
stras sebaga nstrumen. Dalam katan n 
azas efektifitas (doeltreffenheid: hasl guna) 
dan efisiensi (doelmatigheid: daya guna) ha-
rus dperhatkan dalam pelaksanaan pemer-
ntahan. 
Kekuasaan pemerntahan tdak hanya 
sebaga kekuasaan terkat melalu prnsp 
wetmatigheid saja, tetap dalam batas 
tertentu memlk ruang dskres tdak murn. 
Dskres murn merupakan kebebasan untuk 
memutuskan secara mandr. Sedangkan 
dskres tdak murn adalah kebebasan untuk 
melakukan nter-pretas terhadap ketentuan 
norma hukum yang samar-samar. Untuk 
menjangkau kekuasaan dskres d beberapa 
negara dewasa n dalam katan dengan 
rechtmetigheid van bestuur dkembangkan 
asas-asas umum pemerntahan yang bak 
dalam penyelenggaraan pemerntahan.  Asas-
asas pemerntahan yang bak tersebut apabla 
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dkatkan dengan asas-asas penyelenggaraan 
negara dalam Undang-Undang No 28 
Tahun1999 yang oleh Penjelesan Pasal 53 
ayat (2) UU PTUN Tahun 2004 dsamakan 
dengan asas-asas umum pemerntahan 
yang bak, dsebutkan bahwa asas umum 
penyelenggara negara yang bak adalah asas 
yang menjunjung tngg norma kesuslaan, 
kepatutan dan norma hukum, untuk 
mewujudkan penyelenggara negara yang 
bersh dan bebas dar korups kolus dan 
nepotsme. Pada prnspnya asas-asas umum 
pemerntahan yang bak yatu asas-asas 
hukum yang harus dperhatkan oleh para 
penyelenggara negara.3 Apabla dasumskan 
hukum admnstras adalah pemerntahan 
yang sah, maka azas keabsahan dalam 
pemerntahan memlk 3 fungs yatu :
1. Untuk penyelenggara pemerntahan 
azas keabsahan berperan sebaga dasar 
hukum penyelenggaraan pemerntahan 
(bestuurs-normen);
2. Untuk penerapannya bag yang 
dkena pengaturan  azas keabsahan 
berfungs sebaga alasan peng-ajuan 
gugatan terhadap tndak pemerntahan 
(beroepsgronden); dan 
3. bag lembaga peradlan (hakm) azas 
keabsahan berfungs sebaga dasar 
pengukan suatu tndak pemerntahan 
(toetsingsgronden).
1.2  Rumusan Masalah  
Dengan mengkaj pada asas negara 
hukum dan kekuasaan pemerntah maka 
dalam negara hukum  segala tndakan d 
dasarkan atas hukum, karena teor negara 
hukum ddasarkan atas asas legaltas, apakah 
dalam negara hukum pemerntah dapat 
membuat kebjakan.
II. Metode Penelitian
Penulsan n menggunakan jens 
peneltan hukum normatf dengan 
pendekatan konsep, pendekatan hstores, 
pendekatan filsafat, pendekatan kasus dan 
pendekatan kontekstual terkat penerapan 
hukum. Dalam peneltan hukum normatve 
menggunakan sumber bahan hukum yang 
dgunakan adalah bahan hukum prmer 
dan bahan hukum sekunder.Metode 
Pengumpulan Bahan Hukum dengan stud 
dokumentas. Analss Bahan Hukum dalam 
kajan n adalah teknk menggunakan 
tekns analss deskrps, nterpretas dengan 
berpedoman pada paradgma nterpretvsme, 
sstematsas, argumentas dan evaluas. 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Kewenangan Pemerintah Dalam 
Tata Pengaturan
A. Hamd S. Attamm d dalam 
pdato purna bakt yang berjudul Hukum 
Tentang Peraturan Perundang-undangan 
dan Peraturan Kebjakan (Hukum Tata 
Pengaturan) mengunakan  stlah tata 
pengaturan pertama kal .  Dalam katannya 
dengan tata pengaturan : Tata berart aturan, 
susunan,  sstem.4 peraturan, cara. Pengaturan 
berart proses, cara, perbuatan mengatur.5 
Maka dapat dsmpulkan pengertan tata 
pengaturan adalah suatu aturan atau kadah 
tentang perbuatan mengatur yang bentuk 
pengaturannya (regeling) dapat djumpa pada 
3 I Nyoman Suyatna, 2011,  Rngkasan Dsertas : 
Asas-asas Umum Pemerntahan Yang Bak Dalam 
Pembentukan Peraturan Daerah, Program Stud 
Doktok Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unverstas 
Brawjaya, Malang, hlm.39.
4 W.J.S.Poerwadarmnta, 2003, Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, Eds Ketga, Bala Pustaka Jakarta, 
hlm.1024.
5 Ibid, hlm.65.
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peraturan perundang-undangan (algemeen 
verbindende voorschriften) peraturan ntern 
yang berlaku ke dalam  (interne regelingen ) 
dan peraturan kebjakan (beleidrege ). 
Pengaturan (regeling)  memlk makna 
lebh luas dar pada peraturan perundang-
undangan (wetgeving) dan keputusan 
(beschiking) Dalam tata pengaturan yang 
menjad bagannya adalah Peraturan 
Perundang-undangan dalam Konteks Hukum 
Tata Negara dan Peraturan Kebjakan yang 
masuk dalam Hukum Admnstras Negara. 
Attamm menyatakan tata pengaturan 
mencakup semua jens peraturan perundang-
undangan yang memang merupakan satu 
rangkaan yang berkatan semua  peraturan 
kebjakan yang serngkal format, bentuk 
serta daya katnya drasakan masyarakat 
tdak berbeda dengan peraturan perundang-
undangan.6
Dalam katannya dengan  fungs-fungs 
negara Van Vollenhoven yang membag 
atas empat fungs (catur praja) yatu 
regeling (pengaturan), bestuur ( pemerntah 
dalam art sempt ketataprajaan), politie 
(keamanan), dan rechtspraak (peradlan).7 
Fungs bestuur,  politie, rechtspraak dewasa 
n telah berkembang menjad bestuursrecht, 
politierecht, rechtspraaksrecht nampaknya 
fungs regeling belum menjad regelingrecht. 
Dlhat dar kewenangan pembentukan 
pengaturan dalam suatu  negara terhadap 
warga negara dan penduduk secara umum 
(dar seg adresssat) dan secara abtsrak 
(dar yang datur) beserta ketentusn sanks 
pemaksa dan sanks ketentuan pdana, 
pada hakekatnya dalah fungs legslatve 
yang bersumber pada volunte generale. 
Pemerntah yang dapat berwujud raja atau 
penguasa merupakan lembaga perantara 
antara rakyat dan negara dan bertugas 
melaksanakan peraturan tersebut. Hanya 
dalam perkembangannya yang datang 
kemudan pelaksanaan fungs reglementer 
dan berdasarkan fungs eksekutf ddasarkan 
pada peraturan negara yang lebh tngg dalam 
wujud kewenangan atrbus dan delegas, oleh 
karena tu dlhat dar fungs pengaturan oleh 
negara ( staatliche rectssetzung ) dperlukan 
adanya suatu tata pengaturan. Dalam tata 
pengaturan tentunya harus dlhat dar apa 
permasalahannya. Adanya kelompok yang 
beranggapan bahwa hukum yang mengatur 
kewenangan tersebut dan atrbus serta 
delegasnya termasuk dalam Hukum Tata 
Negara. Ada pula yang berpendapat bahwa 
hukum yang mengatur keputusan dalam 
art umum (besluiten)  termasuk keputusan 
(besluit) pembentukan undang-undang ke 
dalam Hukum Admnstras Negara, akan 
memasukkan Hukum Tata Pengaturan ke 
dalam Hukum Admnstras Negara. Namun 
ada yang berpendapat bahwa hukum yang 
mengatur kehdupan kenegaraan perlu 
dbag. Untuk menelaah dalam konteks 
HAN dan pengembangannya dewasa n 
d Indonesa. Tetap sebelum menelaah 
dalam konteks HAN tersebut, secara gars 
besar perlu dsnggung beberapa pengertan 
tentang negara msalnya Negara Hukum 
(rechtstaat), Negara Nasonal (nasional 
statae ), Negara Terrtoral Modern (modern 
territorial state) dan mengena Kekuasaan 
Negara (public power) dalam pembagan 
atau pendelegasan serta kebjaksanaan 
negara ( public policy) yang mempengaruh 
perkembangan HAN.
6 A.Hamd.S.Attamm Attamm, A.Hamd S. 1993, 
Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan 
Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), 
Pdato Purna Bahakt Guru Besar Tetap Fakultas 
Hukum Unverstas Indonesa, hlm.17.
7 Dana Halm Koentjoro, 2004, Hukum Admntrs 
Negara, Ghala Indonesa, hlm 17.
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 Menurut pendapat Henz Schaffer 
yang dkutp oleh Attmm menyatakan 
bahwa masalah-masalah teorts dan 
prakts tentang lmu pembentukan hukum 
(rechtssetzungslehre) tdaklah hanya melput 
pembentukan undang-undang ( gezet )  dalam 
art formal semata-mata, melankan juga 
melput pembentukan seluruh peraturan 
yang berlaku umum.8 Menurut pendapat 
Van der Vles yang dkutp oleh Attamm 
dalam dsertasnya mengemukakan 
pengaturan (regeling) alah  dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan (algemeen 
verbindende voorschriften), peraturan 
ntern yang berlaku ke dalam bag lembaga 
penyelenggara  (interne regelingen), dan 
peraturan kebjakan (beleidregels).
Menurut Jmly Asshddqe terdapat 
empat kategor peraturan tertuls yang 
pentng mendapat perhatan yatu :
1). Bentuk  peraturan perundang-undangan 
yang umum, memlk keberlakuan 
umum,  bersfat abstrak, karena tdak 
menunjuk kepada hal kongkret yang 
sudah ada sebelum peraturan tu 
dtetapkan ;
2). Bentuk Peraturan perundang-undangan 
yang khusus karena subyek yang 
daturnya, yatu dengan keberlakuan 
bag subyek hukum tertentu;
3).  Bentuk Peraturan perundang-
undangan yang khusus karena wlayah 
berlakunya wlayah lokal tertentu ;
4).  Bentuk Peraturan perundang-undangan 
yang khusus karena daya kat maternya 
berlaku nternal.9
Bentuk dan jens pengaturan  tertuls 
yang dkenal dengan peraturan atau “regels, 
regulations dan legislatin” dan bentuk-
bentuk statutory instruments lannya 
sangat beranekaragam. Bahkan ada pula 
dalam bentuk tertentu  sebaga policy rules 
atau beleidregels dalam bentuk  peraturan 
kebjakan dan bukan  peraturan perundang-
undangan.  Keanekaragaman peraturan-
peraturan tu yang merupakan tata pengaturan 
keberadaannya sangat tergantung pada :
1). Tngkatan kepentngan ;
2). Relevans mater muatan yang hendak 
daturnya ;
3). Lembaga atau organ jabatan 
kenegaraan dan pemerntahan yang 
dber wewenang untuk menetapkannya 
menjad peraturan. 
 Dalam penyelenggraaan 
pemerntahan negara terdapat dua jens 
peraturan yang berlaku secara berdampngan 
yatu peraturan perundang-undangan dan 
peraturan kebjakan. 
Mengngat kedudukan badan 
admnstras negara  sedemkan pentng 
dan menentukan, maka peraturan kebjakan 
dalam bentuk peraturan maupun dalam 
bentuk keputusan bak d pusat maupun d 
daerah yang berfungs pengaturan. Fungs 
pengaturan adalah bagan yang essensal 
dar Negara Republk Indonesa sebaga 
negara hukum sosal ( sociale rechtstaat), 
dalam art bahwa sociale rechtstaat tu 
tdak mungkn mencapa tujuan atau tdak 
mungkn menjad kenyataan tanpa adanya 
tata pengaturan dalam bentuk peraturan 
kebjakan yang merupakan perwujudan 
kebebasan bertndak oleh Pejabat Tata 
Usaha Negara berdasarkan wewenang tdak 
terkat. Apabla dperhatkan pandangan 
tersebut, maka kenyataannnya dalam praktk 
pemerntahan daerah, nampaknya peraturan 
kebjakan dewasa n, banyak yang bersfat 
8 A. Hamd.S.Attamm Attamm, op.cit, hlm.18.
9 A.Hamd.S.Attamm Attamm,1993, op.cit,  hlm.18.
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mengatur dan bahkan mengkat warga secara 
umum. Hal n merupakan masalah karena 
badan atau pejabat yang mengeluarkan 
keputusan tdak memlk kewenangan untuk 
mengatur, lebh-lebh untuk mengkat warga 
secara umum.
Tugas pemerntahan tdak hanya 
menerapkan ketentuan yang  tertuls dalam 
dalam pengaturan karena pembuat hukum 
tdak akan mamapu memperhtungkan stuas 
kongkrt yang tmbul dalam penerapannya.
Pergeseran pemkan negera hukum forml 
menjad negara hukum meterl ( wefare 
staat) tdak mungkn segala sesuatu dtur 
dalam peraturan perundang-undangan 
dengan kompleksnya tugas pemerntah, 
badan pemerntah  yang dlakukan 
pemerntah, badan-badan pembuat undang-
undang  berkecendrungan memberkan lebh 
banyak kebebasan untuk melaksanakan 
pemerntahan.10
3.2   Peraturan  Kebijakan
Penyelenggaraan kebjakan pemerntah 
merupakan penentuan kebjakan dalam 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 
yang darahkan untuk penngkatan 
pelayanan dan pemberdayaan dalam rangka 
penyelenggaraan kepentngan umum 
kesejahteraan masyarakat.
Pemerntah  dalam melaksanakan 
tugas-tugas pemerntahan dbebankan oleh 
pembentuk Undang-undang serngkal 
terjad, bahwa tndakan pelanggaran berupa 
kebjakan dalam bentuk peraturan yang 
dtujukan kepada masyarakat. Peraturan 
tersebut terjad tanpa mempunya wewenang 
membuat peraturan. Gejala n tdak 
dapat dkatakan sebaga bentuk Peraturan 
Perundang-undangan, sedangkan dtnjau 
dar fungs atau mater muatannya mrp 
dengan Peraturan Perundang-undangan. 
Dalam katannya dengan 
pengatrbusan dan pendelegasan A.Hamd.
S.Attamm mengemukakan :
 Selan jens dan bentuk peraturan 
perundang-undangan yang dbentuk 
berdasarkan  fungs legslatve, 
dperlukan bag penyelengara 
kebjakan pemerntahan yang tdak 
terkat (vrijbeleid) pun tentunya 
akan dkeluarkan juga berbaga 
peraturan kebjakan (beleidsregel) 
yang dadasrkan pada kewenangan 
eksekutf.11
Peraturan kebjakan (beleidsregel) 
terjad dalam bentuk yang berlanan, 
melakukan pemerntah yang bebas ( tdak 
terkat). Penyelenggaraan pemerntahan yang 
tdak terkat n member kesempatan bebas 
bag fungs pengaturan secara admnstratf 
akbatnya dapat dbayangkan betapa 
banyaknya peraturan perundang-undangan 
dan peraturan kebjakan yang belum tentu 
semuanya memenuh syarat asas perundang-
undangan dan asas kebjakan yang patut. 
Dengan demkan maka dalam praktk 
penyelenggaraan pemerntahan terdapat 
jens peraturan yang dapat berlaku secara 
berdampngan, yatu peraturan perundang-
undangan dan peraturan kebjakan. Kedua 
jens peraturan perundang-undangan tu 
dalam kenyataan  tdak mudah untuk 
dbedakan dan dsamakan. Badan atau 
Pejabat Tata Usaha Negara sebaga penentu 
kebjakan dewasa n serngkal melakukan 
tndakan-tndakan berupa keputusan yang 
10 Phlpus M Hadjon, 1988, Pengertian-
Pengertian dasar Tentang Tindak Pemerintahan 
(Besturhandeli),hlm.44. 11 A.Hamd S. Attamm, 1993, op.cit, hlm.5.
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tdak  memenuh syarat menurut hukum 
sama sekal sehngga muncul dalh fries 
ermessen dan dem kepentngan umum atau 
pembangunan.  Untuk menghndar dan 
mengantspas hal tersebut perlu dupayakan 
agar peraturan kebjakan memenuh syarat-
syarat asas pemerntahan yang bak dan 
patut.
Dapat dsmpulkan bahwa yang 
berdasarkan kebebasan bertndak dapat 
mempunya kekuatan mengkat sebaga :
1.  Memlk kekuatan mengkat apabla 
pembentukannya berdasarkan 
kewenangan delegas suatu undang-
undang. 
2.  Apabla  pembentukannya berasal dar 
kebebasan penlaan atau kebebasan 
nterpretas. 
3.2.1  Dasar Pembuatan.
Menurut Belfante peraturan 
perundang-undangan semu adalah  :
 Tndakan hukum admnstras yang 
bukan merupakan peraturan umum 
yang mengkat yang tmbul menurut 
peraturan untuk tu dalam Hukum Tata 
Negara atau dtetapkan oleh badan 
yang dnyatakan berwenang, dalam 
Hukum Tata Negara untuk perundang-
undangan dalam art materal, 
melankan dalam bentuk  kebjaksanaan 
yang bentuk penerapannya dalam 
bdang hukum admnstras12
   
Peraturan kebjakan (beleidsregel) 
dbentuk sebaga perwujudan Fries Ermessen 
(discretionary power) yatu kewenanagan 
yang berkarakter Fries Ermessen dalam 
bentuk tertuls dan  mengkat pada warga.
Mater muatan pengaturannya  memuat aturan 
umum (algemene regel) tersendr yang 
melampau cakupan kadah ( materialsphere) 
peraturan perundang-undangan yang dbuat 
pengaturan secara operasonal.Lembaga yang 
membuat peraturan kebjakan (beleidsregel 
) tdak memlk kewenangan membentuk 
perundang-undangan namun secara tdak 
langsung mengkat para warga sebagamana 
halnya dengan kadah-kadah “  juridische 
regels”. Dapat dsmpulkan bahwa bentuk 
peraturan kebjakan bukanlah peraturan 
perundang-undangan. Karena lembaga 
yang membentuk  peraturan kebjakan 
tdak memlk kewenangan pembuatan 
peraturan perundang-undangan (wetgevende 
bevoegdheid). Bentuk peraturan kebjakan 
tdak langsung mengkat secara hukum, 
tetap mempunya relevans hukum.  
 Pembentukan peraturan kebjakan 
(beleidsregel) ddasarkan pada adanya 
beoordelingsruimte (ruang pertmbangan) 
agar mengambl tndakan hukum publk 
yang bersfat pengaturan yang dberkan 
pembentuk undang-undang kepada pejabat 
atau badan-badan pemerntahan atas nsatf 
sendr. Insatf n berupa tndakan nyata 
yang postf guna menyelesakan masalah-
masalah penyelenggaraan pemerntahan 
yang dhadap pada saat tertentu yang 
memerlukan pengaturan .
 Ruang pertmbangan (beoordeling 
sruimte) dkenal ada 2 bentuk yatu  
subjectieve beoordelingsruimte dan 
objectieve beoordelingsruimte. Subjectieve 
beoordelingsruimte  mengandung penger-
tan ruang pertmbangan yang bersfat 
umum dan bebas semata-mata berdasarkan 
pertmbangan subyektf. Istlah lan dar 
12 Johanes Usfunan, 2002, Perbuatan pemerintah yang 
dapat Digugat, Djambatan, Jakarta, hlm.109.
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subjectieve beoordelingsruimte adalah 
beoordelingsvrijheid, discretionaire 
bevvoeghdheid,  freies ermessen 
dan beleidsvrijheid. Objectieve 
beoordelingsruimte mengandung pengertan 
adanya ruang pertmbangan yang bersfat 
nterprestas yang dberkan pembentuk 
undang-undang kepada pejabat atau Badan 
Admnstras Negara untuk melaksanakan 
tndakan hukum publk menurut stuas 
konds dan obyek permasalahan yang 
obyektf. Ruang pertmbangan yang 
dberkan oleh pembentuk undang-undang 
umumnya hanya dengan crtera yang samar-
samar..13
 Peraturan  kebjakan yang dbentuk 
ddasarkan atas kebebasan bertndak 
harus dber lmt / batas atau tolak ukur, 
apapun bentuk kebebasan yang akan 
dpergunakan hendaknya harus ada ruang 
yang dberkan oleh pembentuk undang-
undang sehngga wewenang  untuk bebas 
bertndak, sehngga tdak terjad penyalah 
gunaan wewenang atau sewenang-wenang. 
Penerapan asas kebebasan bertndak 
dalam peraturan kebjakan merupakan 
bentuk  skap tndak organ pemerntahan. 
Menurut J.B.J. M. Ten Berrge adalah bentuk 
kebebasan yang dznkan / dbolehkan 
oleh peraturan perundang-undangan bag 
organ pemerntahan untuk membentuk 
keputusan dapat dbedakan dalam kebebasan 
kebjaksanaan dan kebebasan penlaan, 
yatu :
1. Dalam bentuk kebebasan kebjaksanaan 
dalam bentuk (wewenang dskret dalam 
art sempt) bla Peraturan Perundang-
undangan member kesempatan 
kepada organ pemerntahan wewenang 
tertentu, sedangkan organ bebas untuk 
(tdak) menggunakannya meskpun 
syarat-syarat bag penggunaannya 
secara sah dpenuh ;
2. Dalam bentuk kebebasan penlaan 
(wewenang dskret) dalam art yang 
tdak sesungguhnya) ada, menurut 
hukum dserahkan kepada organ 
pemerntahan untuk menla secara 
mandr dan eksklusf apakah syarat-
syarat bag pelaksanaan wewenang 
secara sah telah terpenuh sehngga 
dbentuk pengaturan dalam bentuk 
peraturan.14
Ann Sedman dalam bukunya 
Penyusunan Rancangan Undang-Undang 
Dalam Masyarakat Yang Demokrats 
menyatakan pembatasan dalam pembentukan 
Peraturan Kebjakan :15
1. Adanya batas kewenangan yang 
dberkan dalam undang-undang 
utama pada nstans yang membentuk 
peraturan ;
2. Pembenutkan peraturan Tdak 
dbenarkan adanya pertentangan 
dengan Peraturan Perundang-undangan 
lannya ;
3. Adanya keharusan untuk  memenuh 
ketentuan-ketentuan dalam hhukum 
admnstras negara .
Dalam pembentukan peraturan 
kebjakan menurut Sjachran Basah 
menyatakan adanya pembatasan keleluasan 
dalam menentukan kebjakan dengan dua 
13 Lukman,Marcus 1997, Eksistensi Peraturan Kebijakan 
Dalam Bidang Perencanaaan Dan Pelaksanaaan 
Rencana Pembangunan Di Daerah Serta Dampak 
Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis 
Nasional, Dsertas UNPAD Bandung, hlm. 187-189.
14 J.B.J.M.Ten Berge, et al, 1991, Pengantar Hukum 
Peizinan, dsuntng oleh Phlpus M.Hadjon, Utrecht, 
hlm.8.
15 Sedman, Ann et.all, 2001, Penyusunan Rancangan 
Undang-Undang Dalam Masyarakat Yang Demokratis, 
Terjemahan ELIPS Jakarta hlm.374.
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batas yatu adanya pembatasan  batas atas 
dan pembatasan dalam bentuk batas bawah. 
Batas atas adalah adalah ketaat asasan 
ketentuan perundang-undangan berdasarkan 
asas taat asas yatu bentuk pengaturan 
yang berederajat lebh rendah tdak boleh 
bertentangan dengan peratura yang lebh 
tngg. Batas bawah adalah peraturan yang 
dbuat tdak boleh melanggar hak dan 
kewajban asas manusa16.
3.2.2. Karakteristik Peraturan Kebijakan 
 Van Kreveld mengemukakan, 
peraturan kebjakan umumnya mempunya 
cr-cr berkut :
a. Bentuk peraturan tu bak secara 
langsung maupun  tdak  tanpa ada 
dasar kewenangan dar  Undang-
Undang Dasar atau pada Undang-
undang;
b. Peraturan tu dapat :
 (1). Dalam bentuk tdak tertuls  dalam 
bentuk rangkaan  keputusan 
nstans pemerntah yang berdr 
sendr untuk  menyelenggarakan 
kewenangan pemerntahan yang 
tdak terkat ;
 (2). Dtetapkan dalam bentuk  tertuls 
oleh suatu nstans pemerntah.
c.  Bentuk pengaturan untuk  bertndak 
dalam menyelenggarakan kewenangan 
pemerntahan yang tdak terkat17
Karakter dan cr menunjukkan 
peraturan kebjakan bukan Peraturan 
Perundang-undangan. Dlhat dar seg sfat 
mater Peraturan Kebjakan menurut Ten 
Berge :
 “Peraturan Kebjakan (beleidsregel)  
hanya bsa tmbul bla wewenang-
wewenang pemerntahan tdak terkat 
secara mutlak. Peraturan Kebjakan 
dalam praktek pemerntahan, …
melalu aturan-aturan kebjakan 
dber s pada norma-norma yang 
hendak dtetapkan guna kepentngan 
perlndungan.Aturan-aturan kebjakan 
dber s norma-norma yang hendak 
dtetapkan guna kepentngan 
perlndungan. Aturan-aturan kebjakan 
tdak bersandar pada suatu wewenang 
umum yang dtark dar pendelgasan 
sehngga bukan merupakan bentuk 
pengaturan. Suatu konsekuens 
pentng dar hal n adalah bahwa 
warga ( masyarakat ) tdak dapat dkat 
oleh aturan-aturan kebjakan. Namun 
organ pelaksana memang mengkat 
dr sendr.”18
H.M.Laca marzuk mengemukakan 
unsur-unsur peraturan kebjakan antara lan:
1.  Dkeluarkan oleh pejabat pemerntah 
sebaga bentuk  fries ermessen 
dalam pengaturan, yang setelah tu 
dumumkan keluar guna dberlakukan 
kepada warga ;
2.   Mater muatan  dmaksud pada 
nyatanya telah merupakan peraturan 
umum (generale rule) tesendr, jad 
tdak lag sekedar sebaga petunjuk 
pelaksanaan operasonal sebagamana 
tujuan semula dar peratuan kebjakan 
tu sendr ;
3. Badan atau pejabat tu, sama sekal 
tdak memlk kewenangan membuat 
peraturan umum (generale rule) 16 Sjahran Basah, 1992, Perlindungan Hukum terhadap 
Sikap Tindak administrasi Negara,  Alumn  Bandung, 
hlm.3-5.
17 A.Hamd.S.Attamm I, op.cit, hlm.11. 18 J.B.J.M.Ten Berge, op.cit, hlm.41.
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sedemkan, namun tetap dpandang 
ligimated mengngat peraturan 
kebjakan atau beledregel dmaksud 
tdak lan dar perwujudan fries 
ermessen yang dber bentuk tertuls.19
Pada subjectieve beoordelingsruimte 
atau ruang pertmbangan bebas dsebut juga 
dengan stlah boordelingvrijheid. Terdapat 
tga boordelingvrijheid dan tga beleidsregel 
yatu : 
(1). Binnen – wettelijke boordelingvrijheid 
yatu peraturan kebjakan yang lahr 
dar kebebasan mempertmbangkan 
ntra legal. 
(2).  Buiten-wettelijke boordelingvrijheid  
yang melahrkan kebebasan 
pertmbangan ekstra legal. Tdak 
memlk landasan undang-undang 
ataupun  Peraturan Perundang-
undangan yang jelas, alasan 
pembenarnya semata-mata dtekankan 
pada asas doelmatigheid, kebasaan-
kebasaan admnstras dan asas-asas 
pemerntahan yang layak ;
(3)  Tengen-wettelijke boordelingvrijheid 
yang melahrkan kebebasan 
pertmbangan kontrak legal. Tengen-
wettelijke boordelingvrijheid dbag 
lag menjad. :
 (a).  Tengen-wettelijke beleid-
sregel yang pembentuk kannya 
ddasarkan pada Binnen-wettelijke 
boordelingvrijheid  yatu peraturan 
kebjakan yang menympang 
peraturan perundang-undangan 
yang memlk landasan yurds 
yang jelas;
 (b). Tengen - wettelijke beleidsregel  
yang pembentukkannya d 
dasarkan atas bestuurbevoegdheid 
yatu peraturan kebjakan yang 
menympang Undang-undang atau 
Peraturan Perundang-undangan 
yang tdak memlk landasan 
yurds yang jelas.20
3.2.3. Landasan Keabsahan dalam 
Pembentukan.
Pembentukan peraturan kebjakan 
apabla dkaj dar landasan keabsahan 
mempunya nla keadlan dan kemanfaatan 
keberlakuan peraturan kebjakan yang 
dtetapkan oleh pejabat atau badan 
admnstras untuk memberkan arahan 
bag bawahan serta mengatur berbaga 
kepentngan dan poss hukum dalam 
masyarakat. Peraturan kebjakan tdak 
memlk nls kepastan hukum karena 
tdak ada dasar kewenangan pembentukan 
peraturan perundang-undangan melankan 
perwujudan Fries Ermessen (discretionary 
power).
Penggunaaan freies Ermessen 
sehubungan dengan pengaturan operasonal 
yang ada awalnya Raja menyusun gars-
gars besar sebaga petunjuk ke dalam 
sebaga permulaan langkah untuk mencegah 
kebjakasanaan yang berubah-ubah tdak 
menentu, yang kemudan gars-gars besar 
kebjakan tu dpublkaskan. Peraturan 
Kebjakan tdak engkat langsung secara 
hukum tetap memlk  relevans hukum 
dan dtujukan kepada badan atau Pejabat 
Admnstras Negara sendr. Penerapan  freis 
ernessen hanya dtujukan bag kepentngan 
umum. Freis ernessen tersebut harus dapat 19 H.M.  Laca Marzuk, 1996, Peraturan Kebijakan 
(beleidregel), bahan penataran hukum admnstras 
dan hukum lngkungan, FH Unv. Arlangga Surabaya 
4-12 Januar, hlm.1. 20 Marcus Lukman, 1997, op.cit, hlm. 190-196.
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dpertanggungjawabkan secara moral kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan 
persatuan dan kesatuan, dem  kepentngan 
bersama, menjunjung tngg harkat dan 
derajat martabat manusa serta nla-nla 
kebenaran dan keadlan,Pengujan terhadap 
peraturan kebjakan lebh darahkan kepada 
doelmatigheid dan arena batu ujnya 
adalah asas-asas umum penyelenggaraan 
pemerntahan yang layak.
IV. PENUTUP
4.1     Simpulan
Penyelenggara pemerntahan tdak 
hanya menerapakan ketentuan dalam 
bentuk pengaturan yang lebh tngg karena 
pembentuk  peraturan perundang-undangan 
tdak akan mamapu memperhtungkan 
stuas kongkrt yang tmbul dalam 
penerapannya. Pergeseran pemkan negera 
hukum forml menjad negara hukum 
meterl (wefare staat)  dalam art negara 
kesejahteraan mengaharuskan pemerntah 
selaku penyelenggara pemerntahan 
serngkal menempuh berbaga bentuk 
kebjakan dengan membentuk pengaturan 
berupa peraturan kebjakan (beleidsregel, 
policy rule). Pembentukan peraturan 
kebjakan  tdak terlepas dar penerapan 
freies ermessen . Dalam  tata pengaturan 
kadah tentang perbuatan mengatur yang 
pengaturannya (regeling)  dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan (algemeen 
verbindende voorschriften ) peraturan ntern 
yang berlaku ke dalam  (interne regelingen) 
dan peraturan kebjakan (beleidregel ). 
Pembentukan peraturan kebjakan 
(beleidsregel) dadasrkan pada adanya 
beoordelingsruimte (ruang pertmbangan) 
yang dberkan pembentuk undang-
undang kepada pejabat atau badan-badan 
pemerntahan dengan  nsatf sendr 
mengambl tndakan hukum publk berupa  , 
penetapan maupun tndakan nyata yang postf 
pengaturan guna menyelesakan masalah-
masalah penyelenggaraan pemerntahan 
yang dhadap pada saat tertentu . 
Freis ernessen  dtujukan 
dem kepentngan umum dan harus 
dpertanggungjawabkan secara moral kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, mengutamakan 
persatuan dan kesatuan, menjunjung 
tngg harkat dan derajat martabat manusa 
serta nla-nla kebenaran dan keadlan, 
dem  kepentngan bersama / kepentngan 
umum. Bentuk  pengujan terhadap 
peraturan kebjakan lebh darahkan 
kepada aspek kemanfaat (doelmatigheid) 
dengan berpedoman pada asas-asas umum 
penyelenggaraan pemerntahan yang bak
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